
 

95 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

dapat ditarik kesimpulan umum bahwa koordinasi dan supervisi 

pencegahan korupsi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah 

Kota Makassar secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun 

kesimpulan secara terperinci untuk masing-masing aspek dapat penulis 

sampaikan sebagai berikut: 

1. Aspek mudah/tidaknya masalah dikendalikan 

Pada aspek mudah/tidaknya masalah dikendalikan, pelaksanaan 

koordinasi dan supervisi dalam optimalisasi penerimaan daerah di 

Pemerintah Kota Makassar masih terdapat permasalahan yang sering 

terjadi diantaranya adalah resistensi dari pelaku usaha, lemahnya 

pengawasan terhadap alat rekam pajak, partisipasi masyarakat yang 

rendah, adanya oknum yang menghalangi pelaksanaan kegiatan, dan 

juga adanya bencana non-alam dalam hal ini adalah pandemi covid-

19. 

2. Aspek kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi 
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Pada aspek kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, 

pelaksanaan koordinasi dan supervisi dalam optimalisasi penerimaan 

daerah di Pemerintah Kota Makassar, tujuan dari Koordinasi dan 

Supervisi Pencegahan Korupsi dalam optimalisasi penerimaan daerah 

menurut hemat penulis sudah baik, karena mengarah pada 

terbetuknya good governance pengelolaan pajak daerah. Dalam hal 

alokasi anggaran juga sudah jelas dan tercukupi. Selanjutnya dalam 

hal pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di 

pemerintah daerah dilaksanakan hanya berdasarkan pedoman 

koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah, 

belum disusun suatu Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI 

sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan tersebut. 

3. Aspek variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi implementasi 

Pada aspek variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi  

implementasi, kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi serta dukungan 

publik sangat berpengaruh dalam pelaksanaan koordinasi dan 

supervisi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota 

Makassar.   
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B. Saran 

Dari hasil penelitian terhadap koordinasi dan supervisi dalam 

optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar, dapat 

dikemukakan rekomendasi ataupun saran-saran sebagai berikut. 

1. Aspek mudah tidaknya masalah dikendalikan 

Terdapat 2 rekomendasi dalam aspek ini, yaitu: Pertama, Komisi 

Pemberantasan Korupsi RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan 

Supervisi mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menerbitkan 

peraturan yang mengatur tentang reward and punishment sehingga 

peran laskar peduli pajak yang dibentuk oleh Pemerintah Kota 

Makassar dalam melaksanakan pengawasan kepada para pelaku 

usaha dapat lebih optimal, karena tidak hanya melakukan 

pengawasan saja melainkan dapat juga melakukan penindakan atas 

pelanggaran yang dilakukan baik bagi pelaku usaha maupun oknum 

yang menghalangi pelaksanaan program ini. Kedua, Komisi 

Pemberantasan Korupsi RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan 

Supervisi mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk berinovasi 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat dirasakan 

secara nyata oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan 

kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak.  
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2. Aspek kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi 

Peraturan teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan supervisi 

pencegahan korupsi diharapkan dapat segera direalisasikan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi RI sebagai upaya legalisasi atas 

pelaksanaan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di 

pemerintah daerah. 

3. Aspek variabel lain diluar kebijakan 

Untuk dapat meningkatkan partisipasi publik, Komisi Pemberantasan 

Korupsi RI diharapkan dapat memberdayakan jaringan penyuluh anti 

korupsi yang terdapat di Kota Makassar untuk mengedukasi 

masyarakat tentang program koordinasi dan supervisi pencegahan 

korupsi di pemerintah daerah. 
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